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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KOTA LAHAT
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Abstract. Poverty remains a significant social problem in Lahat City, as it directly affects the
quality of life of the community. The local government has implemented various poverty
alleviation policies; however, their implementation has not yet achieved optimal outcomes.
This study aims to examine the implementation of poverty alleviation policies in Lahat City by
analyzing data collection processes, aid distribution mechanisms, the role of implementing
officials, and the impact of policies on the social and economic conditions of poor communities.
This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-
depth interviews, field observations, and documentation involving local government officials,
program beneficiaries, and community leaders. The findings indicate that poverty alleviation
policies in Lahat City have provided tangible benefits, particularly through social assistance
programs and the fulfillment of basic needs. Nevertheless, policy effectiveness is constrained
by inaccurate beneficiary data, limited budget allocation, and weak coordination among
related institutions. Conversely, strong commitment from the local government, active
involvement of frontline officials, and support from community leaders serve as important
supporting factors. This study concludes that improving data accuracy, strengthening
institutional coordination, and developing long-term economic empowerment programs are
essential to enhance the effectiveness and sustainability of poverty alleviation policies in Lahat
City.
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PENDAHULUAN
Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial yang cukup serius di Kota Lahat dan

berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Data dari Dinas Sosial Kota Lahat
menunjukkan bahwa hingga saat ini masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami
keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan layanan
kesehatan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang
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memerlukan perhatian serta penanganan melalui kebijakan publik yang tepat dan
berkelanjutan. Pemerintah daerah sebenarnya telah melaksanakan berbagai program
penanggulangan kemiskinan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya menghasilkan
dampak yang optimal. Beberapa kendala yang sering muncul meliputi prosedur administrasi
yang relatif kompleks, keterbatasan anggaran, serta koordinasi antarinstansi yang belum
berjalan secara efektif. Selain itu, akses masyarakat terhadap program bantuan juga belum
merata, sehingga masih terdapat kelompok miskin yang belum sepenuhnya terjangkau oleh
kebijakan yang ada. Keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan juga dipengaruhi
oleh faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi lokal, tingkat partisipasi masyarakat, serta
dukungan dari tokoh dan lembaga setempat. Ketidaksesuaian antara kebutuhan nyata
masyarakat dengan pelaksanaan program di lapangan menimbulkan pertanyaan mengenai
sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena
itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menilai implementasi kebijakan penanggulangan
kemiskinan secara menyeluruh.

Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda strategis pemerintah baik di tingkat
nasional maupun daerah (Purnawan et al., 2022). Dalam perspektif teori kemiskinan
multidimensional yang dikemukakan oleh Sen dalam (Ramly et al., 2017), kemiskinan tidak
hanya dipahami sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga sebagai keterbatasan akses
terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial
dan ekonomi. Pendekatan ini relevan untuk menilai kebijakan yang tidak hanya berfokus pada
bantuan finansial, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas. Dalam
konteks implementasi kebijakan, Lipsky dalam (Selviana, 2020) melalui konsep street-level
bureaucracy menekankan pentingnya peran aparatur pemerintah yang berinteraksi langsung
dengan masyarakat. Aparatur di tingkat lapangan memiliki diskresi dalam menjalankan
kebijakan, sehingga sikap dan kinerja mereka sangat menentukan keberhasilan program
(Purnawan, Suri, et al., 2023). Hal ini menjadi aspek penting dalam menganalisis pelaksanaan
kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Lahat. Van Meter dan Van Horn dalam
(Purnawan, 2020) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa
komponen utama, antara lain kejelasan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, struktur
organisasi, komunikasi, karakteristik pelaksana, serta lingkungan sosial dan ekonomi.
Kerangka tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor pendukung
dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Lahat.

Salah satu permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan kebijakan adalah
ketidaktepatan pendataan masyarakat miskin sebagai penerima manfaat (Dani & Purnawan,
2025). Sistem pendataan yang masih bergantung pada data administratif belum sepenuhnya
mampu menangkap kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang bersifat dinamis. Perubahan
kondisi rumah tangga, seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan, sering kali
tidak segera tercatat, sehingga menyebabkan sebagian masyarakat yang seharusnya menerima
bantuan justru terlewatkan (Purnawan, Mardianto, et al., 2023). Permasalahan pendataan
tersebut juga dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan data
kemiskinan. Perbedaan sumber data dan mekanisme pemutakhiran informasi menimbulkan
tumpang tindih maupun kekosongan data penerima bantuan. Selain itu, proses verifikasi di
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tingkat desa dan kelurahan belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan sumber daya
aparatur dan rendahnya keterlibatan masyarakat. Ketidaktepatan pendataan berdampak pada
menurunnya efektivitas kebijakan dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah
(Rahmansyah et al., 2020). Bantuan yang tidak tepat sasaran berpotensi menimbulkan
kecemburuan sosial dan menghambat keberlanjutan program. Oleh karena itu, perbaikan
sistem pendataan yang berbasis kondisi nyata masyarakat serta penguatan koordinasi
kelembagaan menjadi hal yang sangat penting.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan penanggulangan
kemiskinan di Kota Lahat secara mendalam, mulai dari proses pendataan, penyaluran bantuan,
hingga peran aparatur dan masyarakat sebagai penerima manfaat. penelitian ini juga berupaya
memahami dampak kebijakan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat miskin,
sehingga dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan di masa
mendatang.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif
(Sugiyono, 2013). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami dan
menggambarkan secara mendalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di
Kota Lahat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan,
dan dokumentasi (Koentjaraningrat, 2003). Wawancara mendalam diarahkan kepada pihak-
pihak yang terlibat langsung dalam kebijakan tersebut (Sriati, 2013). Informan utama adalah
aparatur pemerintah daerah, khususnya OPD yang menangani bidang sosial dan perencanaan.
Mereka diwawancarai untuk menggali bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan
dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai, serta mekanisme pelaksanaannya di tingkat kota. Dari
kelompok ini diperoleh pemahaman mengenai peran pemerintah, koordinasi antarinstansi, dan
strategi yang digunakan dalam menurunkan angka kemiskinan. Selanjutnya ditujukan kepada
masyarakat miskin sebagai penerima manfaat kebijakan. Wawancara ini bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana program penanggulangan kemiskinan dirasakan manfaatnya,
perubahan yang dialami setelah menerima bantuan, serta persepsi masyarakat terhadap
ketepatan sasaran kebijakan. Wawancara digunakan untuk memperoleh pandangan informan
mengenai keberhasilan, hambatan, dan dampak implementasi kebijakan.

Observasi lapangan memungkinkan peneliti melihat kondisi nyata masyarakat
penerima manfaat dan pelaksanaan program di lapangan (Aslichati et al., 2014). Sementara
dokumentasi berupa laporan pemerintah, data statistik kemiskinan, serta dokumen program
digunakan untuk memvalidasi dan melengkapi temuan dari wawancara dan observasi.

Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Lahat. Pihak-pihak tersebut dipilih karena
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memiliki keterkaitan langsung dengan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penerimaan
manfaat dari kebijakan yang dijalankan. Dengan melibatkan berbagai subjek, penelitian ini
diharapkan mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan serta memberikan pemahaman
yang lebih menyeluruh (Creswell, 2019) mengenai bagaimana kebijakan penanggulangan
kemiskinan diterapkan. Subjek penelitian dari unsur pemerintah daerah meliputi aparatur yang
bekerja pada instansi terkait, khususnya yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan
program penanggulangan kemiskinan. Aparatur pemerintah dipilih karena mereka berperan
sebagai pelaksana kebijakan dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Melalui pandangan
aparatur ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana kebijakan dilaksanakan, kendala yang sering
dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi di
lapangan. Selain aparatur pemerintah subjek penelitian juga melibatkan masyarakat penerima
manfaat serta tokoh masyarakat setempat. Masyarakat penerima manfaat dipilih untuk
mengetahui pengalaman mereka dalam mengakses program bantuan dan merasakan
dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, tokoh masyarakat dipilih karena
memiliki kedekatan dengan warga dan memahami kondisi sosial ekonomi di lingkungannya.
Keterlibatan berbagai subjek ini diharapkan dapat memperkaya data penelitian dan
memberikan gambaran yang lebih nyata (Creswell, 2013) mengenai implementasi kebijakan
penanggulangan kemiskinan di Kota Lahat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh
pandangan informan mengenai keberhasilan, hambatan, dan dampak implementasi kebijakan.
Observasi lapangan memungkinkan peneliti melihat kondisi nyata masyarakat penerima
manfaat dan pelaksanaan program di lapangan. Sementara dokumentasi berupa laporan
pemerintah, data statistik kemiskinan, serta dokumen program digunakan untuk memvalidasi
dan melengkapi temuan dari wawancara dan observasi (Andi Prastowo, 2012).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan
salah satu daerah dengan karakteristik ekonomi masyarakat yang masih didominasi oleh sektor
pertanian, perdagangan kecil, dan pekerjaan informal. Penelitian focus pada beberapa
kecamatan dan kelurahan yang menjadi sasaran utama program penanggulangan kemiskinan
yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, khususnya wilayah dengan jumlah penduduk
miskin relatif tinggi. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan agar peneliti dapat mengamati secara
langsung kondisi sosial dan ekonomi  masyarakat penerima manfaat, proses pendataan dan
penyaluran bantuan, serta pelaksanaan program pemberdayaan di tingkat lapangan. Dengan
melakukan penelitian di wilayah-wilayah tersebut peneliti memperoleh gambaran yang lebih
jelas dan nyata mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Lahat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih

karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan
penanggulangan kemiskinan di Kota Lahat. Melalui pendekatan kualitatif peneliti dapat
menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi para pelaku kebijakan serta masyarakat
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penerima manfaat secara lebih komprehensif. Observasi dilakukan untuk melihat secara
langsung kondisi sosial ekonomi masyarakat dan proses pelaksanaan program di lapangan.

Penanggulangan kemiskinan di Kota Lahat salah satu prioritas pembangunan daerah
yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Pemerintah daerah telah menjalankan
berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat
miskin serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Upaya tersebut meliputi pemberian bantuan
sosial, bantuan pangan, serta program-program yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat, seperti akses pendidikan dan layanan kesehatan. Kebijakan ini dirancang untuk
membantu masyarakat miskin menghadapi kesulitan ekonomi sekaligus mencegah terjadinya
kemiskinan yang lebih dalam. selain program bantuan sosial, pemerintah Kota Lahat juga
mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya
penanggulangan kemiskinan.

Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota
Lahat adalah adanya komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan isu kemiskinan sebagai
prioritas pembangunan. Komitmen tersebut tercermin dari penyusunan berbagai kebijakan dan
program yang secara khusus ditujukan untuk membantu masyarakat miskin, baik melalui
bantuan sosial maupun program pemberdayaan ekonomi. Dukungan kebijakan ini memberikan
landasan yang kuat bagi aparatur pemerintah dalam melaksanakan program penanggulangan
kemiskinan secara berkelanjutan.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung lainnya adalah keterlibatan aparatur pemerintah di tingkat lapangan
yang cukup aktif dalam melaksanakan program. Aparatur desa dan kelurahan berperan penting
dalam proses pendataan, penyaluran bantuan, serta pendampingan kepada masyarakat
penerima manfaat. Selain itu, adanya kerja sama dengan tokoh masyarakat turut membantu
kelancaran pelaksanaan program, terutama dalam menyampaikan informasi kepada
masyarakat dan mendorong partisipasi warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan
sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan.

Faktor Penghambat

Salah satu hambatan utama adalah ketidaktepatan data masyarakat miskin yang
digunakan sebagai dasar penentuan penerima manfaat. Data yang belum diperbarui secara
berkala menyebabkan adanya masyarakat yang layak menerima bantuan justru terlewatkan,
sementara sebagian penerima bantuan dinilai sudah tidak memenuhi kriteria. Permasalahan
data ini menjadi kendala serius dalam mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran. Selain
permasalahan data, keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi antarinstansi juga menjadi
faktor penghambat. Anggaran yang terbatas menyebabkan tidak semua program dapat
menjangkau seluruh masyarakat miskin, terutama di wilayah pinggiran. Sementara itu,
koordinasi yang belum optimal antarinstansi terkait sering kali menimbulkan tumpang tindih
program atau keterlambatan pelaksanaan. Kondisi ini berdampak pada efektivitas kebijakan
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penanggulangan kemiskinan dan menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem perencanaan
dan pelaksanaan kebijakan ke depan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Lahat telah melaksanakan
kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang berorientasi pada
pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Program bantuan
sosial dan bantuan pangan dinilai cukup membantu masyarakat miskin dalam menjaga
keberlangsungan kebutuhan sehari-hari, terutama bagi rumah tangga dengan tingkat
pendapatan yang tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan telah
memberikan manfaat nyata, khususnya dalam jangka pendek. pelaksanaan kebijakan
penanggulangan kemiskinan di Kota Lahat masih menghadapi sejumlah kendala yang
memengaruhi efektivitas program. Permasalahan utama terletak pada akurasi pendataan
masyarakat miskin yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Data yang
tidak diperbarui secara konsisten menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara penerima
manfaat dan kelompok masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan. Selain itu,
keterbatasan anggaran serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal turut membatasi
jangkauan dan keberlanjutan program. adanya komitmen pemerintah daerah, peran aktif
aparatur di tingkat desa dan kelurahan, serta dukungan tokoh masyarakat menjadi faktor
penting yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sistem
pendataan, penguatan koordinasi kelembagaan, serta pengembangan program pemberdayaan
ekonomi yang berorientasi jangka panjang perlu menjadi perhatian utama agar kebijakan
penanggulangan kemiskinan di Kota Lahat dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan
berkeadilan.
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